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WALIKOTA BATU
SALINAN PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR. 22 TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SMP NEGERI 05 BATU
WALIKCTA BATU,
Menimbang e B bahwa dalam iangka mensukseskan Program Wajib delajar
Pendidikan  Dasar 9  Tahun, perlu didirikan  Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) i daerali-daerah
terpencil dan sulit transportasi di wilayah Kota Batu;

P b.  bahwa berdasarkan letak geografis daerah Sumber Brantas
yang merupakan perbatasan Kota Batu dengan Kabhupaten
Icickerto dikategorikan sebagai dacrah terpencil. sehingga
lulusan 8D di daerah (ersebut banyak yang t'dak bisa

meiar, utkan ke SMP karena kesulitan transportasi;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b konsideran di atas,
dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama
Negeri (SMPN) 05 yang ditetapkan dalam Peraturan

Waliketa.

Mengingat G | Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 entang
Penyelerggaraan  Negara yang Bersih  dan Bebas dari
Korpsi, Kolusi dan Nepotisme:

2. Undang-"ndang = Nomor 1  Tahun 2001 tentang
e Pembentukan Kota Batu:
{ 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara:

4, Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentuian Peraturan Perundang-undangin:
S, Undang-LJndang Nomor 20 Tuhun 2003 lentang  Sistem
Pendidikan Nasional;
J 6 Undasg-Undang  Nomor 32 “Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penctapan
Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 menjadi Undang-Undang:

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
P:,‘r'nnhungan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan
Pemarintahan Dacrah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 lentang
Pendidikan Dawar: ,



Menetapkan

9. reraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
LCaerah Otonoin;

10.  Persturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pecioman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tertang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

teatang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

[4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0306/11/1995 tentang Pelaksanaan Wayjib Belajar Pendidikan
Dasar ¢ Fahun:

16.  Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendidikan can Kebudayaan serta Menteri Agama
Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 tahun 1996, Nomor
01297171996, dan Nomor 195 tahun 1496 tentang bantuan
terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang

(9% )

bertempat tinggal di daerah Terpencil dalam rangka
Pelakseinan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun:

17. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang Kewenangan
Dacrah Kota Batu.

MEMUTUSKAN ;

. PFRATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN SMP

NEGERI 05 BATU
Pasal |
Dengan Peraturar ini menetapkan pendirian SL:RUI:Ih Menengah
Pertama Negeri 05 (SMP Negeri 05).
Pasal 2
Proses belajar mengajar SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal |

Peraturan ini, bertempat di Desa Sumber Brantas Kecamatan
Bumiaji.

Pasal 3

Scgaia biava vang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran Subsidi



s

Pasal 4

’ Peraturan ini mulai herlaky sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang niengetahuinya, memerirtahkan pengundangan
Peraturan ini dengan pencnpatannya dalam Berita Daerah Kota
Batu.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 22 mMel 2007
WALIKOTA BATU,

td
IMANM KABUL

Diun‘langkan di Batu
Pala tanggal 22 Mei 2007
SUKKETARIS DAERAI KOTA BAT L

tid

s, SUHARNANTO M., MM.
Pemibma Tk |
MIF. 470 044 309

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2007
TANGGAL 22 Mei 2007 NOMOR

-

—==g3alinan sesvai aslinya
i‘)\EP\AL BAGIAN HUKUM
O'I'A BATU

o SHESR

SIL, Mil,

" Pembina
NIP. 010 219 270



